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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENERTIBAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PADANG,

bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian
bangunan yang berada di kota Padang perlu
dilaksanakan penertiban dan penegakan hukum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3,
Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan dan Pasal 4
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun
2005tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat, perlu disusun petunjuk penertiban
bangunan yang berada dijalur hijau, taman kota, dan
tempat umum lainnya di Kota Padang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penertiban Bangunan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5205);



15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun
2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan
Gedung;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan,;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
Nomor 07 PD 1978 Tahun 1996 tentang Fatwa
Perencanaan lingkungan (Advis Planning) Dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah
Tahun 1982 Nomor 114 Seri D-B-03) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997
Nomor 136 : 18-10-1997 seri D-35);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1990
tentang Tata Bangunan ;

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERTIBAN
BANGUNAN DISEPANJANG JALAN BY PASS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta unsur perangkatDaerah sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan
penertiban bangunan.

Penertiban Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut penertiban,
adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
bangunan gedung sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi,
dan perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sesuatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan
firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas
dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal maupun tidak, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang baik yang
direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan
pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang wilayah,
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan Rencana Teknik Ruang
kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan Tata Ruang yang merupakan penjabaran RTRW Propinsi
kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari RTRWK kedalam rencana
pemanfaatan kawasan perkotaan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan rancangan, renana
infetrisi, ketentuan pengenda rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanana.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan
untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai pemanfaatan
ruang dan sesuai peruntukannya.

Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum
dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang
dikuasai, antara masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta
api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.



BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN
Pasal 2
Objek penertiban adalah:

a. bangunan yang tidak memiliki IMB; dan
b. bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan;

Pasal 3

Subyek penertiban adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau
pengguna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
TATA CARA PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan yang tidak memiliki IMB.

(2) Bangunan yang sudah diidentifikasi diberikan peringatan sebanyak 3 kali
dengan mekanisme sebagai berikut :

a. pemberian teguran tertulis pertama selama 3 x 24 Jam;
b. pemberian teguran tertulis kedua selama 2 x 24 Jam,;

c. pemberian teguran tertulis ketiga sekaligus sebagai perintah bongkar
sendiri selama 1 x 24 Jam.

(3) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka
petugas yang berwenang akan melakukan pembongkaran paksa.
Bagian Kedua
Bangunan yang Mempunyai IMB
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan yang mempunyai IMB tetapi
menyimpang dari IMB yang diberikan.
(2) Bangunan yang sudah diidentifikasi diberikan peringatan sebanyak 3 kali
dengan mekanisme sebagai berikut :
a. pemberian teguran tertulis pertama selama 3 x 24 Jam;
b. pemberian teguran tertulis kedua selama 2 x 24 Jam;

c. pemberian teguran tertulis ketiga sekaligus sebagai perintah penghentian
pekerjaan.

3) Jika teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, maka
y
petugas yang berwenang akan melakukan pembongkaran paksa.

Pasal 6

Terhadap kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan menetapkan bangunan tersebut
untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindaklanjut
dari dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 18.





